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Kebijakan otonomi daerah yang telah diimplementasikan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tidak serta merta mampu mengubah keadaan masyarakat di daerah menjadi lebih sejahtera. Berbagai langkah strategis dan teknis masih perlu dilakukan agar pemerintah daerah melalui dinas-dinas daerah mampu melaksanakan otonomi daerah secara efektif dan efisien sebagai implikasi dari adanya perubahan kebijakan otonomi daerah yang sifatnya mendasar.
Tujuan utama dibentuknya pemerintahan untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat agar bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Fungsi utama pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dibentuk tidak diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mencapai kemajuan bersama. Makna pembentukan pemerintahan tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintah yang terbentuk memiliki kewajiban memberikan pelayanan pada masyarakat yang sebesar-besarnya. Komitmen ini hanya bisa dipegang kalau rakyat merasa bahwa pemerintah yang berjalan masih mengarah pada upaya untuk melindungi dan melayani masyarakatnya. Tugas pelayanan masyarakat (publik service) lebih menekankan kepada mendahulukan kepentingan publik, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan publik dan memberikan kepuasan kepada publik.
Birokrasi publik telah menjadi daya tarik tersendiri untuk dicermati dan dikaji pada era reformasi dan otonomi daerah belakangan ini. Hal tersebut tidak saja dibahas oleh kalangan teoritisi dan pemerhati, tetapi juga oleh para praktisi sendiri. Bahkan dalam perkembangannya, persoalan birokrasi telah menjadi isu publik (publik issues), sehingga setiap orang tergerak untuk memikirkan dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi kalangan birokrat. Birokrasi pemerintah itu sendiri berhubungan erat dengan perilaku manusia selaku unsur birokrasi dalam struktur organisasi pemerintahan, baik sebagai perilaku individu dalam kelompok formal dan informal maupun perilaku internal dan eksternal organisasi pemerintahan. 
Kecenderungan rendahnya kinerja aparatur pemerintah memang bukanlah persoalan baru. Sudah sejak lama masyarakat menyaksikan sejumlah aktivitas aparatur pemerintah yang cenderung merugikan masyarakat. Peneliti mencermati adanya determinasi yang memberikan penguatan terhadap tinggi rendahnya kinerja aparat, antara lain faktor sikap dan perilaku aparat dalam menjalankan aktivitasnya. Pada sisi inilah kemudian perilaku birokrasi pemerintah mendapat peran yang cukup signifikan. Dengan perkataan lain, perilaku birokrasi yang baik secara empirik akan mencerminkan kinerja aparat yang baik pula. Lebih lanjut Hersey dan Blanchard dalam Dharma (1998:34) mengatakan bahwa : “perilaku pada dasarnya berorientasi tujuan artinya perilaku orang pada umumnya dimotivasi oleh keinginan utuk meraih tujuan-tujuan tertentu”. Oleh karena itu, dalam menunjang peningkatan kinerja aparat pembinaan perilaku birokrasi semestinya pula mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah.
Kelembagaan Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai bagian dari organisasi birokrasi pemerintah khususnya di Provinsi Jawa Barat tentunya memiliki asumsi dasar, nilai-nilai dan artifak di dalamnya yang melekat sebagai budaya kerja yang telah ada sejak lama. Menurut Siagian (2005 :12) budaya kerja merupakan kesepakatan bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu budaya kerja akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi; menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi; menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan organisasi; menentukan gaya kepemimpinan yang dapat diterima oleh para anggota organisasi dan menentukan cara-cara kerja yang tepat.
Pola patron-client yang kental dalam budaya kerja Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa berdampak mematikan inisiatif masyarakat, kualitas pelayanan masyarakat menjadi tidak efisien, karena praktek birokrasi yang terlalu hierarkis sehingga keputusan selalu ada di pejabat atas. Budaya dasar organisasi Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih banyak bersandar pada etos feodalisme, berakibat terhadap kreativitas, inisiatif dan sikap kemandirian aparat dalam memberikan pelayanan menjadi berkurang, sehingga pelayanan dinilai oleh masyarakat menjadi lamban dan berbelit-belit. Rozi (2006:45) menyatakan bahwa “segi yang lain terjadilah pelayanan yang high cost karena agar cepat masyarakat diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang sengaja dibuat agar menyulitkan pelanggan”. Tjokrowinoto (2001:44) menyatakan bahwa “Organisasi unit pelayanan pengadaan barang dan jasa dianggap masih tampak menjaga jarak sosial (social distance) yang terlalu jauh dengan kelompok sasarannya yakni publik dan pengguna jasa layanan, sehingga masyarakat nyaris dalam situasi yang tidak berdaya (powerless) dan tidak memiliki pilihan”. Dengan kondisi yang demikian itulah maka penerapan organisasi pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat akan sulit dilakukan.
Begitu kuatnya pengaruh budaya kerja terhadap kinerja para anggota organisasi, maka budaya kerja Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa mampu menetapkan tapal batas untuk membedakan dengan organisasi lain; mampu membentuk identitas organisasi dan identitas kepribadian anggota organisasi; mampu mempermudah terciptanya komitmen organisasi daripada komitmen yang bersifat kepentingan individu; mampu meningkatkan kemantapan keterikatan sistem sosial dan mampu berfungsi sebagai mekanisme pembuatan makna serta mengendalikan perilaku para anggota organisasi.
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di samping itu secara teknis fungsional dan administrasi unit pelayanan pengadaan barang dan jasa berada di bawah koordinasi biro pengadaan barang daerah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten administrasi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat dijadikan sebagai lokus penelitian didasarkan kepada bahwa Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat merupakan institusi yang ditunjuk oleh kementerian dalam negeri Republik Indonesia untuk dijadikan percontohan dalam pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa. Disamping itu Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat sangat strategis peran dan fungsinya terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. 
Kinerja pegawai pada Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat yang cukup memprihatinkan, baik kualitas kerja, kuantitas kerja, keandalan dan sikap pegawai dalam bekerja. Hal ini menurut pemikiran peneliti dapat menjadikan kepada pencapaian tujuan organisasi tidak tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
Berdasarkan hasil pengamatan dan penjajagan di lapangan yang peneliti lakukan pada Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, ternyata ditemukan masalah kinerja pegawainya rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator, sebagai berikut :
1.	Keandalan pegawai Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa rendah, dilihat dari indikator keterampilan kerja rendah. Contoh : pegawai kurang pemahaman dalam menjabarkan masalah pajak, spesifikasi pekerjaan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak peserta tender.
2.	Kualitas pegawai rendah, dilihat dari indikator ketelitian dalam bekerja. Contoh : dalam penyusunan dokumen pengadaan untuk memasukan syarat-syarat teknis administrasi kurang tuntas melihat aturan secara komprehensif, hal ini berakibat banyak yang komplain dari peserta lelang.
3.	Sikap pegawai dalam bekerja rendah, dilihat dari indikator kemampuan komunikasi. Contoh : ada pegawai yang mengusulkan mengenai aturan pelelangan barang dan jasa tidak didukung oleh kemampuan komunikasi yang baik mengakibatkan salah penafsiran dalam memahami prosedur dan mekanisme proses pelelangan.
Tabel 1.1
Kinerja Pegawai Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 
Provinsi Jawa Barat
No	Uraian Tugas	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Penjabaran masalah pajak	Paham terhadap penjabaran pajak	Kurang pemahaman dalam menjabarkan pajak	Menimbulkan ketidak percayaan dari pihak peserta tender
2.	Penyusunan dokumen pengadaan 	Melihat aturan secara komprehensif	Kurang tuntas dalam melihat aturan 	Peserta lelang banyak yang komplain
3.	Pengusulan pelelangan barang dan jasa	Didukung oleh kemampuan komunikasi yang baik	Tidak didukung oleh kemampuan komunikasi yang baik	Salah penafsiran dalam memahami prosedur dan mekanisme pelayanan
Sumber : Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2012.
Masalah tersebut di atas, diduga disebabkan oleh Perilaku Birokrasi dan Budaya Kerja yang belum berjalan secara optimal di Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat. Bertitik tolak dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk Disertasi dengan judul : Analisis Pengaruh Perilaku Birokrasi dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat. 
1.2.	Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi pernyataan masalah (problem statement) dalam penelitian ini, yaitu : Kinerja pegawai Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat rendah diduga disebabkan oleh perilaku birokrasi dan budaya kerja yang belum dilaksanakan secara optimal. Dari pernyataan masalah tersebut, dapat diidentifikasi pertanyaan-pertanyaan penelitian (research questions) sebagai berikut :
1.	Bagaimana perilaku birokrasi, budaya kerja dan kinerja pegawai di pegawai Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat?
2.	Berapa besar pengaruh perilaku birokrasi dan budaya kerja terhadap kinerja pegawai pada Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat?
3.	Berapa besar pengaruh perilaku birokrasi diukur melalui karakteristik ketaatan, ketekunan kerja,  pertanggungjawaban kepuasan dan kedisiplinan terhadap kinerja pegawai pada Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat? 
4.	Berapa besar pengaruh budaya kerja diukur melalui kategori raga, perilaku, sikap dan perlakuan pendirian terhadap kinerja pegawai pada Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat?
1.3.	Tujuan Penelitian
1.	Mengkaji perilaku birokrasi, budaya kerja dan kinerja pegawai Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat.
2.	Menganalisis besarnya pengaruh perilaku birokrasi dan budaya kerja terhadap kinerja pegawai Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat.
3.	Menganalisis besarnya pengaruh perilaku birokrasi diukur melalui karakteristik ketaatan, ketekunan kerja, pertanggungjawaban kepuasan dan kedisiplinan besar pengaruhnya terhadap kinerja pegawai pada Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat. 
4.	Menganalisis besarnya pengaruh budaya kerja diukur melalui kategori raga, perilaku, sikap dan perlakuan pendirian besar pengaruhnya terhadap kinerja pegawai pada Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat.
1.4.	Kegunaan Penelitian
1.	Guna teoritis/ilmiah, dapat memperluas wawasan pengetahuan dan menambah perbendaharaan konsep dalam bidang kajian ilmu administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan perilaku birokrasi dan budaya kerja serta kinerja pegawai.
2.	Guna praktis/operasional, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam upaya mengefektifkan pelaksanaan perilaku birokrasi dan budaya kerja sebagai salah satu determinan dalam meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat.
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